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UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

TENTANG

TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat

(5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 49 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit
Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun 2020;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana




Lembaran Negara Republi or
sebagaimana telah diubah ter
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20
Perubahan Kedua Atas Undang-Undar

Tahun 2014 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re;
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat '
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ey
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah L
Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 1
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 49 Tahun 2017 g
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara L e
Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur "
{ Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu ]
’ (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG UNIT PENGELQ
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGG
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2020.

. Penetapan Unit Pengelola Laporan
Penyelenggara Negara di Li

. Daerah
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perubahan jabatan wajib LHKPN kep:
lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
¢. melakukan  pemutahiran  data  seh T
dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKF
d. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
€. menyampaikan formulir LHKPN
penyelenggara negara wajib LHKPN melalui Tim
Pengelola LHKPN di Perangkat Daerah; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh

sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah Kota
Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai

berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA P. U/L
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Bk enanggung Jawab
Ketua/Koordinator
Sekretaris

. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kota Palu
2. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Palu
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Sekretariat Daerah Kota Palu
S. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Umum dan Pelaporan Inspektorat
Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan Inspektorat Daerah Kota
Palu

7. Rosedi, S.Pi
8. Fitrawaty, ST
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